
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat:

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
rnenetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2022.

b. bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut diatas telah mendapat persetujuan DPRD
Kabupaten Malinau yang ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 43 Tahun 2023 ten tang Penetapan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Daerah;

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BUPATIMALlNAU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

2. Undang-Undang .

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANMN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2022

TENTANG

NOMOR1TAHUN2023

PERATURANDAERAHKABUPATENMALINAU

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SALINAN



10. Peraturan Pemerintah .

tentang
Republik

Lembaran

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintah (Lernbaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

tentang
Republik
Lembaran

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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17. Peraturan Pemerintah .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana
Perimbangan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);
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25. Peraturan Pemerintah .

24. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5299);

22. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6321);
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33. Peraturan Presiden .



40. Peraturan Menteri .

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1425);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa;
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48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor
4);

47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2021 Nomor 2);

46. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2019 Nomor 3);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Kuangan Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
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49. Peraturan Daerah .



Pasal 1. .

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2022

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

BUPATIMALINAU

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMALINAU

Dengan Persetujuan Bersama

54. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
188.44/Ev/K.3j2023 ten tang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan
Peraturan Bupati Malinau ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

53. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2022 Nomor 17);

52. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 35 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, t.erakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh
Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 35 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2022 Nomor 12);

51. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2022 Nomor 35);

50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2022 Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tabun 2020 Nornor 1);
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3. Selisih anggaran ..

Rp 1.455.682.046.350,00
Rp 1.353.551.185.811,19
Rp (102.130.860.538,81)

a. AnggaranBelanja Setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

Rp 1.357.613.033.544,00
Rp 1.419.812.373.811,41
Rp 62.199.340.267,41b. Realisasi

Selisih Lebihj (Kurang)

SetelahPendapatana. Anggaran
Perubahan

sejumlah1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
Rp62.199.340.267,41 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

Pasa13

Rp 100.581.169.024,69
Rp 3.000.000.000,00
Rp 97.581.169.024,69
Rp 163.842.357.024,91

Rp 1.353.551.185.811,19
Rp 66.261.188.000,22

b. Belanja
Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan:
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa LebihPembiayaan Anggaran

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2022 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp 1.419.812.373.811,41

Pasal2

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaropiridengan
ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/ Perusahaan daerah.

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan SaldoAnggaranLebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan BUMD.

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat:

Pasal 1
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sejumlah2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja
Rp(102.130.860.538,81)dengan rincian sebagai berikut:



Pasa16 .

Rp 4.646.632.706.352,17
Rp 39.556.860.398,90
Rp 4.607.075.845.953,27

a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022
sebagai berikut :

Pasa15

(487.843.781,00)
163.842.357.024,91

Rp
Rp

101.069.012.805,69
100.581.169.024,69
163.842.357.024,91

Rp
Rp
Rp

a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SALTahun Berjalan
c. SILPA
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun

Sebelumnya
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal
1huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal4

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah
Perubahan Rp 98.069.012.806,00

b. Realisasi RP __ -=-97-=--.:...::5:...::8:...::1.:..,:.1:....:6:...:.9~.0:....::2:_4:..L,6.:::..9=---

Selisih Lebih/(Kurang) Rp (487.843.781,31)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp487.843.781,31) dengan rincian sebagai berikut :

Rp __ _;;3::._:_.O..:....O,;;_O::._:_...:....0O,;;_O::._:_...:....OO_:_0:..J.,..:....OO_:__

Rp 0,00
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

3.000.000.000,00
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
RpO,OOdengan rincian sebagai berikut :

Rp 101.069.012.806,00
Rp _--=--1O::....:O::._:_..:::..58::;_;1:...:.• .:::..16::;_;9:....:.. .:::..02=-4.:...J.,.::_69;::_
Rp (487.843.781,31)

Pembiayaana. Anggaran Penerimaan
Setelah Peru bahan

b. Realisasi
Selisih Lebih/ (Kurang)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp487.843.781,31) dengan rincian sebagai berikut :

164.330.200.806,22

(98.069.012.806,00)
66.261.188.000,22

Rp
Rp
Rp

a. Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)
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sejumlah3. Selisih anggaran dengan realisasi surplusj(defisit)
Rp164.330.200.806,22 dengan rincian sebagai berikut :



a. Ekuitas awal Rp 4.77l.117.685.282,84

b. Surplus/ (Defisit)LO Rp (67.732.851.671,62)

c. Koreksi ekuitas lainnya Rp (96.308.987.657,95)

d. Ekuitas akhir Rp 4.607.075.845.953,27
Pasal9 ..........

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai
berikut:

Pasal8

163.841.532.052,91Rp
h. Saldo akhir kas per 31 Desember

2022

55.501,00Rp
g. Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember

2022

2.518.000,00
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan

Per 31 Desember 2022 Rp

a. Saldo awal kas di BUD,bendahara
Pengeluaran, JKN & BLUDper 1 Januari
2022 Rp 100.970.902.982,69

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 167.512.179.806,22

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (10l.644.124.237,00)

d. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00

e. Saldo akhir kas di BUD,bendahara
Pengeluaran, JKN dan BLUD per 31
Desember 2022 Rp 163.838.958.551,91

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

Pasal 7

(67.732.851.671,62)

(43.245.794.784,62)
(24.487.056.887,00)

1.215.000.741.307,64
1.258.246.536.092,26
(43.245.794.784,62)

0,00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

a. Pendapatan LO
b. Beban Daerah
c. Surplus/ (Defisit)dari Operasi
d. Defisitdari Kegiatan NonOperasional
e. Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa
d. Surplus /Defisit dari Pos Luar Biasa
e. Surplus /Defisit LO

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai
berikut:

Pasal6
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a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA)terdiri atas;
Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menu rut urusan pemerin tahan

daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jerus pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah.organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran 1.4 Reka pitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerin tahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

b. Lampiran Il Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III Laporan Operasional;
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V Neraca;
f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
1. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;
J. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;
k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;
1. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
q. Larnpiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha

Lampiran XX.1 Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.1 Tkhtisar laporan keuangan (laporan Iabay rugi] Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun
anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal9
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Salinan sesuai dengan aslinya
KABAGHUKUM

Sekretariat Daerah Kabu

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTANUTARA:(95/ 1 / 2023).

LEMBARANDAERAHKABUPATENMALINAUTAHUN2023 NOMOR1.

ERNESSILVANUS

ttd

SEKRETARISDAERAHKABUPATENMALINAU,

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 24 Agustus 2023.

WEMPIW. MAWA

ltd

BUPATIMALINAU,

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 24 Agustus 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD.

Pasal 12

a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
adalah :

Pasal 11
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